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A.  Latar Belakang 
 

 
 

Tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik yang berkualitas paling sering terjadi, dimana Pemerintah atau 

penyelenggara sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. 

Standar   Pelayanan   adalah   tolak   ukur   yang   dipergunakan   sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 

Dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang 

memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  langsung  maupun 

tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar 

Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di 

lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

berdasarkan pasal 1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam
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perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan 

penyelenggara pelayanan publik. 

 
B.  Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan 

 
1. Maksud Standar Pelayanan 

 
Maksud dari disusunya standar pelayanan adalah : 

 
a)  Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah atau dalam hal 

ini Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kepada masyarakat 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 

b) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas 

pelayanan pariwisata. 

2. Tujuan Standar Pelayanan 
 

Tujuan dari disusunnya standar pelayanan adalah untuk memberikan 

kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara 

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

 
C.  Struktur Organisasi Dinas Pariwisata 

 
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pariwisata, dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi 

perangkat daerah tipe A,dimana sesuai dengan yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten
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Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan 

Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. 

 

Adapun susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai berikut : 
 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

b) Perencana Ahli Muda 

c) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 

3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata 

4. Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata 

5. Kepala  Bidang  Industri Pariwisata 

6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 
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A.  Prinsip Standar Pelayanan 
 

Dalam menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip : 
 

1.   Sederhana.  Standar  Pelayanan  yang  mudah  dimengerti,  mudah 

diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang 

jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 

2.   Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan 

harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, 

persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 

3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan 

masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 

mendapatkan  keselarasan  atas  dasar  komitmen  atau  hasil 

kesepakatan. 

4.   Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten  kepada 

pihak yang berkepentingan. 

5.   Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai 

perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas 

pelayanan. 

6.   Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh 

seluruh masyarakat
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7.   Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental. 

 
B.  Komponen Dasar Pelayanan 

 
Standar    Pelayanan    dari    sebuah    unit    pelayanan    publik    harus 

mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu : 

1.   Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar penyelenggaraan pelayanan. 

2.   Persyaratan,  adalah  syarat  (dokumen  atau  hal  lain)  yang  harus 

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan 

teknis maupun administratif. 

3.   Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang 

dilakukan  bagi pemberi  dan  penerima  pelayanan, termasuk 

pengaduan. 

4.   Jangka  waktu  penyelesaian,  adalah  jangka  waktu  yang  diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

5.   Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

6.   Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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7.   Sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas,  adalah  peralatan  dan  fasilitas 

yang   diperlukan   dalam   penyelenggaraan   pelayanan,   termasuk 

peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 

8.   Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman. 

9.   Pengawasan   internal,   adalah   sistem   pengendalian   intern   dan 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 

atasan langsung pelaksana. 

10. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban 

kerja.    Informasi    mengenai    komposisi    atau    jumlah    petugas 

yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 

11. Jaminan    pelayanan,    adalah    memberikan    kepastian    pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan 

12. Evaluasi   kinerja   pelaksana,   adalah   penilaian   untuk   mengetahui 

seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. 

Dalam  pedoman  ini  yang  menjadi  fokus  dalam  proses  penyusunan 

standar pelayanan adalah komponen standar pelayanan yang terkait 

dengan penyampaian pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian 

dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara 

pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen standar 

pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan. Sedangkan komponen 

standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan 

proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing – 

masing organisasi penyelenggara pelayanan.



Dinas Pariwisata  Kab. Buleleng 

7 

Standar Pelayanan 
 

 

 

Lambang Penyelenggara 
STANDAR PELAYANAN 

Nama Penyelenggara 

A. Unit Kerja : 

1. Jenis Pelayanan : 

2. Dasar Hukum : 

3. Persyaratan Pelayanan : 

4. Sistem,   mekanisme   
dan prosedur 

: 

5. Jangka  waktu 
penyelesaian 

: 

6. Biaya / tarif : 

7. Produk layanan : 

8. Penanganan     
pengaduan, saran dan 
masukan 

: 

9. Sarana prasarana dan 
atau fasilitas 

: 

10. 

11. 

Kompetensi pelaksana 

Pengawasan internal 

: 

: 

12. Jumlah pelaksana : 

13. Jaminan pelayanan : 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : 

 

 

Penyusunan rancangan standar pelayanan selain perlu memperhatikan 

komponen standar pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga 

perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun 

standar pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting 

untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, 

prosedur   maupun   biaya   pelayanan.   Standar   pelayanan   dapat   juga 

sekurang  –  kurangnya  memuat  prasyarat,  prosedur,  waktu, biaya  dan 

produk layanan serta mekanisme pangaduan. Format standar pelayanan 

yang dapat digunakan sebagai berikut :
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A.  Kesimpulan 
 

Dokumen standar pelayanan ini adalah pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam 

penyusunan Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip : 

1.   Sederhana.  Standar  Pelayanan  yang  mudah  dimengerti,  mudah 

diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang 

jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 

2.   Konsistensi. Dalam penyusunan dan  penerapan standar pelayanan 

harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, 

persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 

3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan 

masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 

mendapatkan  keselarasan  atas  dasar  komitmen  atau  hasil 

kesepakatan. 

4.   Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada 

pihak yang berkepentingan. 

5.   Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai 

perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas 

pelayanan.
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6.   Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh 

seluruh masyarakat. 

7.   Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental.



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 
DINAS PARIWISATA 

Jalan Kartini No.6 Telp. (0362) 21342 
S I N G A R A J A   81118 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA 
 

 
 
 

KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

NOMOR : 000.8.3.2 / 16 / VII / 2024 
 

TENTANG 
PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN 

SERTA MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 

Menimbang     : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan administrasi yang lebih 

berkualitas Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menetapkan Standar 

Pelayanan ; 

     b. bahwa setelah dilakukan kajian tentang produk layanan dan memperhatikan 

berbagai masukan dalam implementasinya, maka Standar Pelayanan tersebut 

perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat memberikan kepuasan/masyarakat, 

baik internal maupun eksternal ; 

     c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 

b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan 

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ; 

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 

 

 
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Negara nomor 486) ;  

 
   3.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ; 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 

 



 

 

 5.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi 

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

    6.    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

 

 

 

 

 

   
                      7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

                           Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 

 
                           8.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, 

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 

 
                           9.  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 9); 

 
 
 
 
Menetapkan     : 

MEMUTUSKAN :

 

KESATU    : Penetapan Jenis, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas 

Pariwisata Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini ; 

 

KEDUA         : Jenis, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud 

diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pariwisata Kabupaten Buleleng; 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN  KEPALA  DINAS  PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

NOMOR       : 000.8.3.2 / 16 / VII / 2024 
TENTANG    : PENETAPAN  JENIS  DAN  STANDAR  PELAYANAN  PADA  

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 
 
 
 

 
JENIS PELAYANAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 
No 

 
Nama Bidang 

 
Jenis Pelayanan 

1. Destinasi Pariwisata 1. Permohonan pemanfaatan sewa/pinjam asset daerah 

2. Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW 

3. Permohonan Penetapan Desa Wisata 

4. Permohonan Data terkait DTW, Destinasi Pariwisata 

Pengembangan Kepariwisataan 

5. Permohonan alat e ticketing 

    
2. Sumber Daya Pariwisata 

 
 

1. Permohonan pengukuhan Pokdarwis ( Kelompok Sadar 

Wisata ) / SKT 

2. Permohonan sertifikasi SDM Kepariwisataan 

3. Fasilitasi Permohonan Data terkait Sumber Daya Pariwisata, 

Kompetensi SDM Pariwisata dan 17 Sub Sektor Ekonomi 

Kreatif 

   
3.   Pemasaran Pariwisata 1. Permohonan Pembuatan Video Promosi Destinasi / DTW 

2. Permohonan Data Kunjungan Wisatawan, Analisa Pasar,  

    Promosi 

3. Permohonan Pelayanan Informasi Kepariwisataan (TIS) 

   
   4.   Industri Pariwisata 1. Permohonan fasilitasi kekayaan intelektual 

2. Permohonan Data Industri Pariwisata, CHSE, HAKI,  

    Perizinan, Sertifikasi, Penginapan, Restoran, SPA 

3. Permohonan Sertifikasi CHSE Pelaku Usaha 

   



 

 

 
No 

 
Nama Bidang 

 
Jenis Pelayanan 

5. Sekretariat  
( Sub Bagian Umum dan 
Keuangan ) 

1. Permohonan penghapusan asset 

2. Permohonan PKL / Prakerin / Magang 

3. Pembayaran retribusi DTW 

4. Pencairan dana sharing DTW 

5. Pembayaran Sewa asset daerah 

6. Permohonan peminjaman tenda, soundsystem  

   
2. Sekretariat    

( Perencanaan  ) 
 

1. Permohonan data anggaran 

2. Permohonan data SAKIP 
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DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

 

 
 

A. Unit Kerja : Destinasi Pariwisata 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan pemanfaatan sewa / pinjam asset daerah  

2. Dasar Hukum  : 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2014 tentang 
        penyelenggaraan kepariwisataan 
   2.  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 ttg Pajak Daerah dan Retribusi 

    Daerah 

3. Persyaratan Pelayanan : 1 . Permohonan dari calon peminjam/ penyewa 
   2. Pembayaran melalui transaksi non tunai (SKRD) terhadap aset yang     
       Disewa 

4. Sistem,   mekanisme   dan 
Prosedur 

:   
 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. Jangka waktu penyelesaian : 2  ( d u a )  h a r i  

 
6. Biaya / tariff : Tidak dipungut biaya (gratis) 

 7. Produk layanan : Berupa Surat Ijin 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342/ No. WA 

4. Website : dispar.bulelengkab.go.id 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 9. Sarana prasarana dan atau 
Fasilitas 

 : Aset yang disewa 

 
 
 

Pemohon datang ke Dinas Pariwisata 

Operator menscan/memasukkan melalui e-surat 
atau menyampaiakn fisikuntuk disposisi kadis 

Kepala Dinas Mendisposisi Kepada Kepala Bidang Destinasi 

Kepala Bidang menyampaikan 
ke bendahara penerimaan agar 
dibuatkan SKRD 

Kepala Bidang 
membuatkan surat ijin 

Pembayaran oleh pemohon 
Melalui transaksi non tunai  
Langsung ke rekening 
bendahara penerimaan 

Surat ijin di TTE oleh Kepala Dinas 
Surat ijin yang sudah TTE 
disampaikan ke pemohon 
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Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 

 
Kompetensi pelaksana 

 
: 1.  Diploma III 
 

2.  Mampu mengoperasikan komputer 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 
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Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

 

A. Unit Kerja : Destinasi Pariwisata 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW 

2. Dasar Hukum  : 1 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200 Tentang Kepariwisataan 
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi        
    Pengelolaan Daya Tarik Wisata  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang    

        Penyelenggaraan Kepariwisataan 
     4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penetapan Daya Tarik  
         Wisata 
     5. Peraturan Bupati Baru 

 

3. Persyaratan Pelayanan : 1 . Dokumen Permohonan 
   2. Surat Dukungan Adat 
   3. Surat Rekomendasi Adat 
   4. Self Assesment 
   5. Foto  

4. Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

:   
 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. Jangka waktu penyelesaian : 4  b u l a n  

 
6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

 7. Produk layanan : Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk pengajuan dan penetapan Daya  

   Tarik Wisata (DTW) 
8. Penanganan      pengaduan, 

saran dan masukan 
Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342/ No. WA 

4. Website : dispar.bulelengkab.go.id 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

Pemohon datang ke Dinas Pariwisata 

Operator menscan/memasukkan melalui e surat atau 
menyampaikan fisik untuk disposisi Kadis 

Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala Bidang Destinasi 

Kepala Bidang menyusun draft  
Ranperbup penetapan DTW 

Kepala Bidang bersama tim 
legislasi pemkab/bagian hukum 
dan PD terkait 
melakukan pembahasan 

Kepala Bidang menyampaikan 
draft Ranperbup ke Bagian 
Hukum Setda 

Ranperbub harmonisasi ke Kemenkumham 
Penandatanganan 
Perbup oleh 
Bupati 

Peraturan Bupati 
tentang 
Penetapan DTW 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 
Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

 

 
9. 

 
Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

  
: 1. Buku Agenda 

    2. Komputer 
    3. Printer 
    4. Handphone 
 
 
 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  S1 
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

A. Unit Kerja : Destinasi Pariwisata 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan Penetapan Desa Wisata 

2. Dasar Hukum  : 1 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200 Tentang Kepariwisataan 
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi        
    Pengelolaan Daya Tarik Wisata  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang    

        Penyelenggaraan Kepariwisataan 
     4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penetapan Daya Tarik  
         Wisata 
     5. Peraturan Bupati Baru Tentang Pedoman & Pengelolaan Desa Wisata 

 

3. Persyaratan Pelayanan : 1 . Dokumen Permohonan 
   2. Surat Dukungan Adat 
   3. Surat Rekomendasi Adat 
   4. Self Assesment 
   5. Foto  

4. Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

5. Jangka waktu penyelesaian : 4  b u l a n  

 
6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

 7. Produk layanan : Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk pengajuan dan penetapan Daya  

   Tarik Wisata (DTW) 
8. Penanganan      pengaduan, 

saran dan masukan 
Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342/ No. WA 

4. Website : dispar.bulelengkab.go.id 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

 

 

Pemohon datang ke Dinas Pariwisata 

Operator menscan/memasukkan melalui e-surat 
atau menyampaikan fisik untuk disposisi Kadis 

Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala bidang Destinasi 

Kepala Bidang menyusun draft  
SK Penetapan Desa Wisata 

Kepala Bidang bersama tim 
internal  
melakukan pembahasan dan 
assesment 

Draft SK dikoreksi oleh 
Bagian Hukum  
untuk diajukan ke Bupati 

Penandatanganan Perbup 
oleh Bupati 

Surat ijin yang 
sudah TTE 
disampaikan ke 
pemohon 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

 : 1. Buku Agenda 
    2. Komputer 
    3. Printer 
    4. Handphone 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  S1 
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan computer 
11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. UnitKerja : Destinasi Pariwisata 

1. JenisPelayanan : Permohonan alat e-ticketing  

2. Dasar Hukum  : 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2014 tentang 
        Penyelenggaraan kepariwisataan 
   2.  Peraturan Daerah  Nomor 9 Tahun 2023 ttg Pajak Daerah dan Retribusi 

    Daerah 

3. PersyaratanPelayanan : 1 . D T W  s u d a h  m a s u k  d a l am  P e r d a  P D R D  N o . 9  T a h u n   
    2 0 2 3  
   2. Surat permohonan daripengelola DTW 
 
 
 
 
 
 

4. Sistem,  mekanismedan 
Prosedur 

:  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. Jangkawaktupenyelesaian :7  ( t u j u h ) h a r i  

 
6. Biaya/tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

 7. Produklayanan : Berupa pemasangan alat e-ticketing di DTW 

8. Penangananpengaduan, 
saran dan masukan 

 Pada Jam dan Hari Kerjamelalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas PariwisataKab. Buleleng 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342/ No. WA 

4. Website : dispar.bulelengkab.go.id 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. Sarana prasarana dan atau 
Fasilitas 

 : Alat e-ticketing 

 
 
 
 

Pemohon datang ke Dinas Pariwisata 

Operator menscan/memasukkan melalui e-surat 
atau menyampaiakn fisikuntuk disposisi kadis 

Kepala Dinas Mendisposisi Kepada Kepala Bidang Destinasi 

Kepala Bidang 
Destinasikoordinasi 
denganBPD (vendor) 

Tim (Dispar dan BPD) 
turun ke lapangan 
untuk survey lokasi pos 
e-ticketing 

Pemohon mengirim data 
user kasir dan user admin 
ke BPD 

Pemasangan alat e-ticketing di DTW 

Penandatangan PKS oleh 
kadispar dengan pengelola 
DTW 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 

 
Kompetensi pelaksana 

 
:1.  SLTA 
 

2.  Mampu mengoperasikan IT/komputer 

11. Pengawasaninternal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminanpelayanan : Melayani secara professional sesuai dengan standar operasional yang 
berlaku 

14. Evaluasikinerjapelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

A. UnitKerja Destinasi Pariwisata 

1. JenisPelayanan Permohonan data terkait DTW, Destinasi Pariwisata dan Pengembangan 
Kepariwisataan 

2. Dasar Hukum 1. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik 
2. Undang-UndangNomor 10 Tahun 200 Tentang Kepariwisataan 
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi 
4. Pengelolaan Daya Tarik Wisata 
5. Peraturan Daerah Kabupaten BulelengNomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan 
6. PeraturanBupatiNomor 51 Tahun 2017 Tentang PenetapanDaya Tarik 

Wisata 
7. Peraturan Bupati Baru Tentang Pedoman & Pengelolaan DesaWisata 

 
 

3. PersyaratanPelayanan Pemohon mengirimkan surat permohonan data atau hadir langsung ke 
Kantor Dinas Pariwisata membawa daftar data yang dibutuhkan oleh 
pemohon 

4. Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Jangka waktu penyelesaian 1  h a r i  
 6. Biaya/tarif Tidakdipungutbiaya (gratis) 

 7. Produk layanan Data secara tertulis maupun lisan terkait  DTW, Destinasi Pariwisata dan 
Pengembangan Kepariwisataan 

 8. Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerjamelalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 
2. Kotak Saran 
3. Telp : (0362) 21342/ No. WA 
4. Website : dispar.bulelengkab.go.id 
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

Offline Online 

Pemohon mengirim surat permohonan data atau dating 
langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

Pemohon mengisi daftar 
tamu dan menyampaikan 

data yang dimohon 

Petuga smenyiapkan data yang dimohonkan 

Petugas memberikan data yang dimohon 
melalui e surat atau diserahkan langsung 

kepada pemohon 

Data yang tidak ada di Bidang Destinasi, 
dikoordinasikan dengan bidang lain 

Kepala Dinas 
mendisposisi ke Kepala 

Bidang Destinasi 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

 
 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

 :1. Buku Agenda 
    2. Komputer 
    3. Printer 
    4. Handphone 

10. Kompetensi pelaksana :1.  Minimal D3 
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan mengoperasikan komputer 
11. Pengawasaninternal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana :2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani secara professional sesuai dengan standar operasional yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

A. Unit Kerja  : Bidang Sumber Daya Pariwisata 

 1. Jenis Pelayanan : Permohonan pengukuhan Pokdarwis ( Kelompok Sadar Wisata ) / SKT 

2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 Tentang 
       Kepariwisataan  

2.  Inpres RI nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan 
     Kebudayaan dan Pariwisata  
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 
   07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
   Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang 
   Organisasi 
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 
    PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata 

5.  Pedoman Pokdarwis dari Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata 
     Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
6.  Perda Kab. Buleleng No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 
     Kepariwistaan 

 3. Persyaratan Pelayanan : 
1.  Surat Permohonan Pengesahan Lembaga yang di tandatangani 

Ketua Kelompok 
2. Dokumen struktur organisasi pengurus dan diketahui oleh 

Perbekel/Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman setempat serta d 
isi tanggal dibentuknya kelompok/lembaga 

3. Dokumen daftar anggota yang di tanda tangani oleh Ketua kelompok 
4. Dokumen Surat Keterangan Perbekel Perihal waktu Pendirian 

kelompok 
5. Surat Pernyataan bahwa Kelompok tersebut memiliki 

Sekretariat/Tempat pertemuan 
6. Dokumen AD/ART Kelompok 
7. Surat Keputusan Perbekel tentang pembentukan kelompok 
8. Dokumen Foto copy KTP Pengurus 
9. Dokumen Foto Sekretariat/Tempat Pertemuan 

 
 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

 
 
 
 
 

4. Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

 

5. Jangka waktu penyelesaian : 7 hari kerja 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 
 7. Produk layanan : Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk pembentukan lembaga / kelompok 
  di bidang pariwisata 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Buku agenda 

2.  Komputer 

3.  Printer 

4.  Buku ekspedisi 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  SMU atau SLTA sederajat 
 

2.  Memahami alur pengajuan dan penerbitan KTTP Khusus 
3. Dapat mengoperasikan perangkat computer dan Microsoft Office 
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

Pemohon mengajukan permohonan kepada 
Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan 

yang dipersyaratkan 
 

Permohonan beserta kelengkapannya diteliti oleh  
Kepala Dinas Pariwisata melalui Petugas di Bidang SDP 
 

Permohonan yang 
kurang lengkap 
dikembalikan 

kepada pemohon 
untuk dilengkapi 

 

Permohonan yang lengkap selanjutnya di proses untuk 
penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat 
Keterangan Terdaftar untuk Lembaga POKDARWIS 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

A. Unit Kerja  : Bidang Sumber Daya Pariwisata 

 1. Jenis Pelayanan : Permohonan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kepariwisataan 

2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan  

2. Inpres RI nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan 
Kebudayaan dan Pariwisata  

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.17/HK.001/MKP-2005 
tentang Organisasi 

4. 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 
5. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usah di Bidang Pariwisata (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2311) 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) 

 
3. Persyaratan Pelayanan 1. Foto Copy Ijasah terakhir minimal SMK sederajat; 

2. sertifikat pelatihan sesuai dengan bidang kompetensi yang diambil 
3. Surat Pengalaman Kerja sesuai bidang kompetensi selama dua Tahun 
4. Foto Copy KTP dan KK  
5. Pas Foto 3x4 latar merah sebanyak 2 lembar  

4. Sistem,   mekanisme   
dan 
prosedur 

 

5. Jangka waktu 
penyelesaian 

: 3 hari kerja 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 
 7. Produk layanan : Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk permohonan dan fasilitasi 
sertifikasi SDM Pariwisata 

Pemohon mengajukan permohonan kepada 
Kepala Dinas dengan melampirkan 
kelengkapan yang dipersyaratkan 

Permohonan beserta kelengkapannya diteliti oleh 
Kepala Dinas Pariwisata melalui Petugas di Bidang 

SDP 
 

Permohonan yang kurang lengkap 
dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi 
 

Permohonan yang lengkap selanjutnya di 
proses untuk fasilitasi sertifikasi profesi SDM 

Pariwisata 
 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Penanganan      
pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Buku agenda 

2.  Komputer 

3.  Printer 

4.  Buku ekspedisi 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  SMU atau SLTA sederajat 
 

2.  Memahami alur pengajuan dan penerbitan KTTP Khusus 
3. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan Microsoft Office 
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja 
pelaksana 

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

A. Unit Kerja  : Bidang Sumber Daya Pariwisata 

 1. Jenis Pelayanan : Permohonan Data terkait Sumber Daya Pariwisata, Kompetensi  
  SDM Pariwisata dan 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif 

2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 Tentang 
       Kepariwisataan 
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif  
3. Inpres RI nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan 

Kebudayaan dan Pariwisata  
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.17/HK.001/MKP-2005 
tentang Organisasi 

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 
PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 
Kompetensi dan Sertifikasi Usah di Bidang Pariwisata (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2311) 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) 

 
3. Persyaratan Pelayanan : Dokumen Persyaratan/ permasalahan yang berkaitan dengan permohonan 

data  

4. Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

 

5. Jangka waktu penyelesaian : 3 hari kerja 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 
 7. Produk layanan : Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk permohonan dan fasilitasi 
sertifikasi SDM Pariwisata 

Pemohon mengajukan permohonan kepada 
Kepala Dinas lengkap dengan maksud dan 

tujuan dari kebutuhan data dimohon. 

Permohonan diteliti oleh Kepala Dinas Pariwisata 
melalui Petugas di Bidang SDP 

 

Permohonan yang kurang lengkap 
dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi 
 

Permohonan yang lengkap selanjutnya di 
proses untuk fasilitasi data yang dibutuhkan 

 



STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Buku agenda 

2.  Komputer 

3.  Printer 

4.  Buku ekspedisi 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  SMU atau SLTA sederajat 
 

2.  Memahami alur pengajuan dan penerbitan KTTP Khusus 
3. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan Microsoft Office 
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

A. Unit Kerja : Sekretariat ( Perencanaan ) 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan data SAKIP  

2. Dasar Hukum  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;  

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah;  
4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apataur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah;  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

3. Persyaratan Pelayanan : Pemberitahuan permohonan data SAKIP dari instansi/lembaga 

4. Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

:    
 

5. Jangka waktu penyelesaian : Maksimal 30 menit 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

7. Produk layanan  : Dokumen SAKIP 

Pemohon mengajukan 
permohonan data SAKIP secara 

tertulis (online/manual) 

Petugas pengelola data SAKIP 
menerima dan meneruskan 

permohonan ke Kepala Dinas 

Kepala Dinas menelaah dan 
mendisposisi permohonan data 

SAKIP ke Sekretaris   

Sekretaris melakukan identifikasi dan 
mendisposisi permohonan ke petugas 

pengelola data SAKIP 

Petugas pengelola data SAKIP 
menindaklanjuti dan memeberikan 

data kepada pemohon 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 
 
 
 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Komputer 
 

2.  Printer 
 

3.  Handphone 
 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  Diploma  
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang   
   berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

A. Unit Kerja : Sekretariat ( Perencanaan ) 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan data Anggaran 

2. Dasar Hukum  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;  

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
6322);  

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apataur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

3. Persyaratan Pelayanan : Pemberitahuan permohonan data anggaran dari instansi/lembaga 

4. Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

:    
 

5. Jangka waktu penyelesaian : Maksimal 30 menit 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

7. Produk layanan  : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

Pemohon mengajukan 
permohonan data anggaran secara 

tertulis (online/manual) 

Petugas pengelola data anggaran 
menerima dan meneruskan 

permohonan ke Kepala Dinas 

Kepala Dinas menelaah dan 
mendisposisi permohonan data 

anggaran ke Sekretaris   

Sekretaris melakukan identifikasi dan 
mendisposisi permohonan ke petugas 

pengelola data anggaran 

Petugas pengelola data anggaran 
menindaklanjuti dan memeberikan 

data kepada pemohon 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Komputer 
 

2.  Printer 
 

3.  Handphone 
 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  Diploma  
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

A. Unit Kerja : Sekretatriat ( Sub Bagian Umum dan Keuangan ) 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan Penghapusan ASET 

2. Dasar Hukum 
: Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

3. Persyaratan Pelayanan 

:  a). Harus ada Surat Permohonan di Kepala  Desa 
    b). Setelah ada Surat tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 
         menindaklanjuti Penghapusan Aset tersebut, sesuai Permendagri 
        Nomor 19 Tahun 2016 

4. 
Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

5. Jangka waktu penyelesaian : ± 1 Minggu 

6. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

7. Produk layanan 
: Berupa Surat Permohonan penghapusan asset 
 

8.  
Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. 
Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

:        1. Buku Agenda 
2. Komputer 
3. Printer 

 

Pemohon datang ke Dinas Pariwisata 

Operator menscan/memasukkan melalui e-surat 
atau menyampaikan fisik untuk disposisi Kadis 

Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris 

Sekretaris Menyampaikan ke 
Kepala Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

Kepala Sub Bagian Umum 
dan Keuangan menugaskan 
ke Pengurus Barang  dan 
Pembantu Pengurus Barang 
 

Pengurus Barang dan Pembantu 
Pengurus Barang membuat 
administrasi penghapusan ASET  
sesuai permohonan yang diminta 

Surat selesai kemudian lanjut 
dikirim kantor Bupati/ c.q Bagian 
BPKPD  
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10. Kompetensi Pelaksana : 1.  S1 
 

   2.  Mampu mengoperasikan  komputer 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 2 Orang 

13 Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku dan yang sudahditetapkan sesuai Permendagri Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 

14. Evaluasi kinerja 
pelaksana 

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

A. Unit Kerja : Sekretatriat ( Sub Bagian Umum dan Keuangan ) 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan PKL/Prakerin/Magang  

2. Dasar Hukum 
: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020  
  Tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik 
 

3. Persyaratan Pelayanan 

:  1. Mahasiswa membawa Surat Permohonan Magang dari     
       Sekolah/Kampus 
   2. Surat Permohonan Magang disetujui oleh Kepala Dinas Pariwisata    
        Kabupaten Buleleng 
 

 
Sistem,   mekanisme   dan 
prosedur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

5. Jangka waktu penyelesaian : 3 Hari 

6. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

7. Produk layanan 
: Berupa Surat  Ijin 
 

8.  
Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. 
Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

:        1.Buku Agenda 
         2.Komputer 

3.Printer 
 
 

Mahasiswa datang ke Dinas Pariwisata 

Operator Menerima Surat Permohonan Magang, 
dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian 
Umum dan Keuangan untuk di disposisi 

Kepala Sub Bagian Umum dan 
Keuangan menyampaikan 
kepada Sekretaris/Kepala Dinas 
terkait penerimaan mahasiswa 
magang 

Sekretaris/Kepala Dinas menerima 
laporan dan menyetujui adanya 
permohonan mahasiswa magang 
dan menugaskan Kepala Sub 
Bagian Umum dan Keuangan untk 
membuat surat balasan magang 

Kepala Sub Bagian Umum dan 
Keuangan menugaskan bagian 
kepegawaian untuk membuat surat 
balasan persetujuan permohonan 
magang 

Mahasiswa datang ke kantor 
kembali untuk penempatan 
penugasan PKL/Magang  
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10. Kompetensi Pelaksana : 1.  SLTA Sederajat 
 

   2.  Mampu mengoperasikan  komputer 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 2 Orang 

13 Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku  

14. Evaluasi kinerja 
pelaksana 

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

A. Unit Kerja : Sekretariat (Sub. Bagian Umum dan Keuangan) 

1. Jenis Pelayanan : Pembayaran Sewa Aset Daerah 

2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
  2. Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014   
       tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
  3. Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan   
      Retribusi Daerah 

3. Persyaratan Pelayanan :  Penyewa membawa surat rekomendasi dari Bidang Destinasi  

4. Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

: Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam 

6. Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis) 

7. Produk Layanan : Berupa SKRD dan STS 

8. Penanganan      
pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 
2. Kotak Saran 
3. Telp : (0362) 21342 
4. Website : dispar.bulelengkab.go 
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

9. Sarana prasarana dan 
atau fasilitas 

: 1.  Buku agenda 
2.  Komputer 
3.  Printer 
4.   Lemari arsip 

10. Kompetensi Pelaksana : 1.  SLTA sederajat 
   2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan Internal : Atasan Langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminan Pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku 

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat Rekomendasi 
dari Bidang Destinasi 
Pariwisata 

Penerbitan 
SKRD 

Pembayaran 
SKRD ke Bank 
BPD Bali oleh 
Penyewa 

Pelimpahan ke Kas Daerah 
oleh Bendahara 
Penerimaan berupa STS  

mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
A. Unit Kerja : Sekretariat (Sub. Bagian Umum dan Keuangan) 

1. Jenis Pelayanan : Pencairan dana Sharing DTW 

2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
  2. Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014   
       tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
  3. Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan   
      Retribusi Daerah 

3. Persyaratan Pelayanan : 1. Pelimpahan dana ke Kas Daerah berupa STS oleh Bendahara    
      Penerimaan 
  2. Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait besaran Dana Sharing DTW 

4. Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Jangka Waktu 

Penyelesaian 
: Proses penyelesaian 2 hari 

6. Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis) 

7. Produk Layanan : Berupa SP2D (LS) dan Bukti Transfer Pencairan (GU) 

8. Penanganan      
pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 
3. Telp : (0362) 21342 
4. Website : dispar.bulelengkab.go 
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Buku agenda 
2.  Komputer 
3.  Printer 
4.   Lemari arsip 

10. Kompetensi Pelaksana : 1.  SLTA sederajat 
   2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan Internal : Atasan Langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminan Pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku 

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

 
 
 
 
 
 

STS yang telah 
dilimpahkan ke Kas 
Daerah oleh Bendahara 
Penerimaan 

Besaran dana 
sharing dari 
STS yang 
sesuai dengan 
PKS 

Pembuatan 
SPJ Sharing 

DTW 
 

SPJ Sharing DTW 
ditanda tangani oleh 
Kepala Dinas 

SPJ Sharing GU 
langsung dicairkan 
oleh Bendahara 
Pengeluaran 

SPJ Sharing LS, 
pembuatan SPP 
dan SPM 

SPJ Sharing LS 
dicairkan oleh BPKPD 
berupa SP2D 

mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Pemerintah Kabupaten Buleleng 
 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 
A. Unit Kerja : Sekretariat (Sub. Bagian Umum dan Keuangan) 

1. Jenis Pelayanan : Pembayaran Retribusi DTW 

2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
  2. Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014   
       tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
  3. Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan   
      Retribusi Daerah  

3. Persyaratan Pelayanan :  1. Penyetoran E-Ticketing DTW ke Rekening Bendahara   
       Penerimaan 
   2. Pelimpahan dana ke Kas Daerah berupa STS oleh Bendahara    
       Penerimaan 

4. Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 
 
 
 
 
 

 
5. Jangka Waktu Penyelesaian : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam 
6. Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis) 

7. Produk Layanan : Berupa SKRD dan STS 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 
3. Telp : (0362) 21342 
4. Website : dispar.bulelengkab.go 
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Buku agenda 
2.  Komputer 
3.  Printer 
4.   Lemari arsip 

10. Kompetensi Pelaksana : 1.  SLTA sederajat 
   2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan Internal : Atasan Langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 1 Orang 

13. Jaminan Pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

 
 

Penyetoran E-
Ticketing oleh 
Pengelola DTW ke 
Rekening Bendahara 
Penerimaan 

Pelimpahan 
dana ke Kas 
Daerah berupa 
STS oleh 
Bendahara 
Penerimaan 

Pembuatan 
SPJ Sharing 

DTW 

mailto:disparbuleleng@yahoo.com


Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

A. Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan peminjaman tenda, soundsystem  

2. Dasar Hukum  : 1.  Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Penghunian Rumah 
Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali 

3. Persyaratan Pelayanan : 1. Surat Permohonan peminjaman Tenda, Soundsystem 
   2. Surat Permohonan peminjaman tenda, soundsystem disetujui oleh  

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 

4. Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

:    
 

5. Jangka waktu penyelesaian : Maksimal 1 hari 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis) 

7. Produk layanan  : Berupa Surat Ijin 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 

3. Telp : (0362) 21342 

4. Website : dispar.bulelengkab.go 

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Komputer 
 

2.  Printer 
 

3.  Handphone 
 10. Kompetensi pelaksana : 1.  S1 
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 
11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

   Pemohon datang ke Dinas 
Pariwisata 

Operator menscan/memasukkan 
melalui e-surat/menyampaikan 
fisik untuk disposisi Kadis 

 

Kepala Dinas mendisposisi kepada 
Kepala Sub Bagian Umum jika 
permohonan disetujui atau tidak 

 

Kepala Sub Bagian Umum menerima 
disposisi dan menindaklanjuti 

permohonan jika disetujui dilanjutkan 
membuat berita acara peminjaman 

tenda, soundsystem 



Pemerintah Kabupaten Buleleng 
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DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

 

 
 
 

A. Unit Kerja : Bidang Pemasaran Pariwisata  

1. Jenis Pelayanan Permohonan Data Kunjungan Wisatawan, Analisa Pasar, Promosi 

2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N 
3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Kepariwisataan 3. Persyaratan Pelayanan Pemohon Data dari semua kalangan yang membutuhkan Data Kunjungan 

Wisatawan, Analisa Pasar, Promosi 
4. Sistem, mekanisme dan 

prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Jangka waktu penyelesaian : 1 jam 

 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis) 

7. Produk layanan : Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis 
(hardcopy/softcopy document), antara lain : 

a. Data kunjungan wisatawan, analisa pasar,  promosi 
b. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan 

 
 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

:     Melalui kotak saran 

- Pada jam dan hari kerja melalui : 
- Datang langsung 
- Telepon (0362) 21342 
- Website : www.dispar.bulelengkab.go.id 
- Email : disparbuleleng@yahoo.com 
- Media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng  
- Facebook Page : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 

 

http://www.dispar.bulelengkab.go.id/
mailto:disparbuleleng@yahoo.com
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Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 

1. Buku tamu 
2. Ruang tunggu, meja, kursi tamu 
3. Alat tulis kantor 
4. Komputer/Laptop dengan akses internet 
5. Printer 

 10. Kompetensi pelaksana : 

1. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi 
2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara 

lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang 
memerlukan 

 
11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan pelayanan Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
 14. Evaluasi kinerja pelaksana Secara berkala dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya di evaluasi dan 
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja 
pelayanan. 
 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Unit Kerja Bidang Pemasaran 
1. Jenis Pelayanan Permohonan Pembuatan Video Promosi Destinasi / DTW 
2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N 
3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 
3. Persyaratan Pelayanan Pengelola Destinasi Wisata,  Desa Wisata, Akomodasi, Pelaku Ekraf 
4. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Proses penyelesaian kurang lebih 2 minggu 

6. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya 
7. Produk Layanan Konten digital Destinasi Wisata, Desa Wisata, Akomodasi, Ekraf dalam 

format video, flyer, dan berita 
8. Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan 
1. Melalui kotak saran 
2. Pada jam dan hari kerja melalui : 

- Datang langsung 
- Telepon (0362) 21342 
- Website : www.dispar.bulelengkab.go.id 
- Email : disparbuleleng@yahoo.com 
- Media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 

Facebook Page : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 
9. Sarana Prasarana dan 

atau Fasilitas 
1. Ruang tunggu, meja, kursi tamu 
2. Alat tulis kantor 
3. Kamera digital 
4. Komputer/Laptop dengan akses internet 
5. Handphone 
6. Drone 
7. Printer 

 
 
 
 

Pemohon Pembuatan Digital Content 
1. Pemohon Online menyiapkan Surat Pembuatan Digital 

Contentdikirimkan ke e-Mail Dinas Pariwisata Kab. 
Buleleng (disparbuleleng@yahoo.com) 

2. Pemohon Offline membawa Surat Pembuatan Digital 
Contentsecara langsung ke Kantor Dinas Pariwisata Kab. 
Buleleng (Jl. Kartini No. 6 Singaraja) 

Verifikasi Berkas Pemohon 

Penentuan Timeline (Storyboard & Schedule) 

Proses Pembuatan Digital Content hingga Selesai 

http://www.dispar.bulelengkab.go.id/
mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 

 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kompetensi pelaksana : 
1. SDM yang mempunyai keterampilan menggunakan kamera digital& 

drone 
2. SDM yang mempunyai keterampilan mengedit video 
3. SDM yang mempunyai keterampilan mengoperasikan komputer 

            SDM yang mempunyai keterampilan membuat naskah dan narasi video 
 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 5 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja 
pelaksana 
 
 
 
 
 

:  Secara berkala dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya di evaluasi dan 
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja 
pelayanan. 
 
 
 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A. Unit Kerja Bidang Pemasaran 
1. Jenis Pelayanan Permohonan Pelayanan Informasi Kepariwisataan (Tourist Information 

Service) 
2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N 
3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 
3. Persyaratan Pelayanan Masyarakat Umum, Calon Wisatawan (Domestik dan Mancanegara) 
4. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

10 menit 

6. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya 
7. Produk Layanan Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis 

(hardcopy/softcopy document), antara lain brosur, flyer, pamflet, booklet 
dengan informasi kepariwisataan 

8. Penanganan Pengaduan, 
Saran dan Masukan 

3. Melalui kotak saran 
4. Pada jam dan hari kerja melalui : 

- Datang langsung 
- Telepon (0362) 21342 
- Website : www.dispar.bulelengkab.go.id 
- Email : disparbuleleng@yahoo.com 
- Media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Facebook 

Page : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 
9. Sarana Prasarana dan 

atau Fasilitas 
8. Alat tulis kantor 
9. Komputer/Laptop dengan akses internet 
10. Handphone 
11. Brosur, flyer, pamflet, booklet, peta destinasi wisata 

10. Kompetensi Pelaksana 1. SDM yang memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dan 
menguasai bahasa asing dengan baik 

2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara 
lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang 
memerlukan 

11. Pengawasan Internal Atasan langsung 
12. Jumlah Pelaksana 1 orang 
13. Jaminan Pelayanan Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 
14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Secara berkala dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya di evaluasi dan 
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja 
pelayanan. 

Pemohon Pelayanan Informasi Kepariwisataan (Masyarakat 
Umum, Calon Wisatawan (Domestik & Mancanegara) 

Pemberian Informasi Kepariwisataan Kabupaten Buleleng oleh 
Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 

http://www.dispar.bulelengkab.go.id/
mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Unit Kerja : Bidang Industri Pariwisata  
1. Jenis Pelayanan  : Permohonan fasilitasi kekayaan intelektual  

2. Dasar Hukum : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
2.  Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N  
3.  Permenpan RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 
     Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

        Kepariwisataan 
 

 
3. Persyaratan Pelayanan : Pelaku Usaha Pariwisata / Ekonomi Kreatif yang memiliki Produk atau 

hasil karya yang dapat diberikan HAKI 
 

4. Sistem, mekanisme dan 
prosedur 

 
 
 
 
 

 

5. Jangka waktu penyelesaian :  Proses penyelesaian kurang lebih 1 bulan 

6. Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis), dikurasi dan difasilitasi pembiayaannya 

7. Produk layanan : Tindak lanjut penyelesaian pengaduan 
 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
6. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

7. Kotak Saran 

8. Telp : (0362) 21342 

9. Website : dispar.bulelengkab.go 

10. Email : disparbuleleng@yahoo.com 
 9. Sarana prasarana dan atau 

fasilitas 
: 1.  Buku 

agenda 
 

2.  Komputer 
 

3.  Printer 
 

4.  Lemari arsip 

Surat 
Permohonan 

Verifikasi 
Berkas 

Pengajuan ke 
Dirjen HAKI 

Pemberian 
Sertifikat ke 
Pemohon 

mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kompetensi pelaksana : 1.  Sarjana 
 

2.  Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan internal : Atasan langsung 

12. Jumlah pelaksana : 5 Orang 

13. Jaminan pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi kinerja pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 



 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. Unit Kerja : Bidang Industri Pariwisata 

1. Jenis Pelayanan 
: Permohonan Data Industri Pariwisata, CHSE, HAKI, Perizinan, 

Sertifikasi, Penginapan, Restoran, SPA 
2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

   2.  Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N 
   3.  Permenpan RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
   4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
   5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 
   6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 
   7. Permenparekraft No 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha 

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Pariwisata. 

   8. Permenparekraft No 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi 
Kreatif 

3. Persyaratan Pelayanan :  Pemohon Data  

4. Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 
 
 
 
 

5. Jangka Waktu 
Penyelesaian : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam 

6. Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis) 

7. Produk Layanan : Tindak lanjut penyelesaian permohonan 

8. Penanganan      pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 

2. Kotak Saran 
3. Telp : (0362) 21342 
4. Website : dispar.bulelengkab.go 
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

9. Sarana prasarana dan atau 
fasilitas 

: 1.  Buku agenda 
 

2.  Komputer 
 

3.  Printer 
4.   Lemari arsip 

10. Kompetensi Pelaksana : 1.  Sarjana 
   2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan Internal : Atasan Langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan Pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  
yang berlaku 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

Surat 
Permohonan 
Masuk  

Verifikasi 
Surat 

Proses 

mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 

 
 
 

A. Unit Kerja : Bidang Industri Pariwisata 

1. Jenis Pelayanan : Permohonan Sertifikasi CHSE Pelaku Usaha 

2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
   2.  Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N 
   3.  Permenpan RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
   4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
   5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 
   6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 
   7. Permenparekraft No 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha 

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Pariwisata. 

   8. Permenparekraft No 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 

3. Persyaratan Pelayanan :  Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memohon sertifikasi 
CHSE  

4. Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 
 
 

 

5. Jangka Waktu 
Penyelesaian : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam 

6. Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis) 

7. Produk Layanan : Tindak lanjut penyelesaian permohonan 

8. Penanganan      
pengaduan, 
saran dan masukan 

Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata 
2. Kotak Saran 
3. Telp : (0362) 21342 
4. Website : dispar.bulelengkab.go 
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com 

9. Sarana prasarana dan 
atau fasilitas 

: 1.  Buku agenda 
 

2.  Komputer 
 

3.  Printer 
4.   Lemari arsip 

10. Kompetensi Pelaksana : 1.  Sarjana 
   2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer 

11. Pengawasan Internal : Atasan Langsung 

12. Jumlah Pelaksana : 2 Orang 

13. Jaminan Pelayanan : Melayani  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  operasional  yang 
berlaku 

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan 

Permohonan 
Masuk 

Pemberian 
Informasi 

mailto:disparbuleleng@yahoo.com


 

 

 
MAKLUMAT PELAYANAN 

 
 
 
 

 ”DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN 
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH 

DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS 
MENERUS. APABILA TIDAK DITEPATI JANJI INI, KAMI SIAP 

MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN 
YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA 

PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR 
PELAYANAN” 

 
 
 
 
 
 

                Kepala Dinas Pariwisata 
                    Kabupaten Buleleng 

 
 
 
 
 

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos,M.Si  
               Pembina Utama Muda ( IV/c ) 

                                      NIP. 19751009 199311 1 0 


